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ABSTRAK

Salah satu cara yang digunakan dalam hukum Islam untuk memperoleh
harta adalah hibah. Hibah ialah suatu perjanjian dengan manasi penghibah, di waktu
hidupnya memberikan harta kepada seseorang dengan cuma-cuma atau sukarela tanpa
dapat ditarik kembali. Proses penghibahan dalam hukum Islam tidak bisa dilepaskan
dari batasan harta yang boleh dihibahkan. Tapi fenomena di masyarakat terkadang
terjadi dualisme hukum yang menggambarkan kontradiks antara hukum dalam sebuah
teori dan hukum dalam sebuah praktek yang terjadi di masyarakat. Namun di sisi yang
lain dapat kita jumpal berbagai polemik atau permasalahan yang timbul darinya.
Fenomena di masyarakat banyak orang yang menghibahkan semua harta yang
dimilikinya kepada anak angkatnya dengan di depan Notaris. Di sisi lain seseorang
yang memiliki harta yang banyak (kaya raya) memberi harta miliknya kepada anak
angkatnya karena khawatir kelak tidak mendapatkan warisan. Hal ini menjadi sebuah
persoalan tentang posisi anak angkat yang diartikan sebagal orang lain dan diartikan
bukan sebaga ahli waris dan dapat dianggap sebagal orang asing yang dapat
menerima hibah semua harta. Memang tidak bisa dinafikan bahwa kehidupan
masyarakat Indonesia hubungan anak angkat dan orang tua angkat tak ubahnya
seperti hubungan anak kandung yang memiliki hubungan batin yang amat kuat, orang
tua angkat merawat dan menyayangi anak angkatnya tanpa pamrih, sebaliknya anak
angkat rela merawat dan mengurus orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya
sebagal bagian dari sebuah keluarga. Maka ketika orang tua angkat meninggal dunia
dan anak angkat tidak mendapatkan warisan sedikitpun (karena bukan termasuk ahli
waris), ataupun sebaliknya ketika anak angkat meninggal dan orangtua angkatnya
tidak dapat mewarisi apa yang ditinggalkan oleh si anak angkat, tentu hal ini akan
menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kejiwaan

Penelitian ini mengambil suatu pokok permasalahan yang dibahas di tesis ini
adalah mengapa dalam hukum Islam merumuskan bagian dalam hibah yang berhak
diterima anak angkat maksima hanya sepertiga bagian dari keseluruan harta, apa yang
melatarbel akanginya? Bagaimana praktek hibah pada masa Rasulullah SAW dan pada
masa sekarang ditinjau dari aspek sosiologis?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan membahas buku, baik
berupa buku primer dan sekunder yang menjelaskan tentang konsep dari hukum
Islam. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan
filosofis. Dan metode analisis yang dipakai adalah berupa analisis deduktif, yaitu
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menganalisis literatur-literatur yang bersifat umum, kemudian diolah untuk
mendapatkan kesimpulan yang khusus.

Tesis ini membuktikan sebuah kesinambungan hukum dan dualisme
sebuah hukum yang saling terkait antara fenomena yang terjadi di masyarakat dan
aturan hukum yang ada dalam kompilasi hukum Islam dan hadis dalam
menyelesaikan sebuah polemik. Kesimpulan dalam tulisan ini, bahwa
penghibahan harta kepada anak angkat haruslah ada batasannya dan harus
memperhatikan dan mempertimbangkan kemaslahatan dari keluarga atau
keturunannya. Bahwa dari segi sosiologis fenomena di lapangan pada zaman
Rasulullah SAW dan pada era sekarang yang terjadi di Purbalingga berdasarkan
putusan pengadilan sangatlah berbeda konteks yang menjadikan berbedanya
pelaksanaan hibah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Tranditerasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba' B Be

< Ta' T Te

& a' S Es dengan titik diatas
z Jm J Je

z Ha' H Hadengan titik dibawah
@ Kha' Kh kadan ha

3 Da D De

3 Zal Z Zet dengan titik diatas
B Ra' R Er

J Za Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy esdanye
ua Sad S Es dengan titik dibawah




ua Dad D De dengan titik dibawah
L Ta' T Te dengan titik dibawah
L za' Z Zet dengan titik dibawah
& ‘Ain Komaterbalik di atas
d Gayn G Ge

- Fa' F Ef

K Qaf Q Qi

< Kaf Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

o Nin N En

K Waw w We

J Ha' H Ha

e Hamzah Apostrof

¢ Ya' Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulisrangkap
Craiaia ditulis muta’aqqidin
23 ditulis ’iddah




C. Ta marbdtah di akhir kata

1. Biladimatikan, ditulish:

La ditulis hibah

"o

Qi ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke
daam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafa aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ’a serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h:

NRPYEWEN Ditulis karamah al-auliya’

3. Bila td* marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah

ditulist:
kil 385 Ditulis Zakat al-fitri
D. Vokal Pendek
o8 Kasrah ditulis i (fahima)
G fathah ditulis a(daraba)
o dammah ditulis u (kutiba)

E. Vokal Panjang
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1 fathah + alif ditulis a
dala ditulis jahiliyyah

2 fathah + ya mati ditulis a
g ditulis yas’'a

3 kasrah + ya mati ditulis 1
RS ditulis karim

4 dammah + wawu mati ditulis u
Ca'y b ditulis furad

F. Vokal Rangkap

1 Fathah + ya mati ditulis ai

L ditulis bai nakum
2 fathah + wawu mati ditulis au

J8 ditulis Qaulun

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostr of

04

R ditulis a'antum
e ditulis u'iddat
A0S 8 ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
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a. Biladiikuti Huruf Qamariyyah

G1Al ditulis al-Qur’ an

O Ll ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

L ditulis as-Sama’
Cualill ditulis asy-Syams
Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EY D).

. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

s Al (553 ditulis zawt al-furdd,

A Jal ditulis ahl as-sunnah
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MOTTO

“Gagal Dalam Kemuliaan Adalah Lebih Baik
Daripada Menang Dalam Kehinaan”

(Lord Effebry)
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Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan
rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia
ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat
beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri
tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karenatelah berhasil merampungkan
penulisan tesis ini. Penyusun yakin, tesis ini tidak akan selesai tanpa motifas,
bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung
maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin
mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhgji., M.A., Phd., selaku Rektor UIN

Sunan Kalijaga Y ogyakarta.

2. Yth. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta.
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3. Yth. Bapak Dr. H. Agus Moh. Ngjib, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang
dengan ikhlas meluangkan waktu di selasela kesibukannnya untuk
membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan
maupun penyelesaian tesisini.

4. Ayahanda Drs. KH. Noor Rofig beserta Ibundaku Dra. Hj. Sri Mindaryati
tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam
mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan
hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.

5. Kakakku Robiatul Adawiyah, SH., M.Kn.dan Shidig Murtadho, SH., M.Kn
serta seluruh keponakan-keponakanku, semoga kita menjadi keluarga besar
yang selalu rukun dan damai.

6. Teman-temanku HK. A Non Reguler 2013 jangan pernah berhenti untuk
berkarya dan berkarya, You’ll never walk alone.

7. Teman-teman FORMAGONTA jangan pernah lupa kebersamaan yang pernah
kita rasakan, terimakasih atas segala bantuan dan kasih sayangnya selamaini.

8. Teman-teman MAZIERO Jogja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
“Tunjukkan Merahmu”.

9. Teman-teman FAGS, TAMANSARI 103, KAMMI yang tidak bisa saya

sebutkan satu persatu, “Keep Strugle & Spirit”

Penyusun tidak mungkin bisa membalas segala budi baik yang telah beliau-

beliau curahkan, namun hanya ribuan terimakasih teriring doa yang mampu penyusun
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sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang
setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk
dikatakan sebagal sebuah tesis, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan
dari pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi
para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan
penelitianini.

Akhir kata penyusun berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak,

khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Y aa Robbal Alamin.

Y ogyakarta, 1 Maret 2015
Penyusun

.
Nor Mohammad Abdoeh
NIM: 1320311025
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sgjarah perkembangan kehidupan manusia tak seorangpun yang dapat
hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam
keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu. Manusia sebagai
individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, hamun
manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.
Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat
jugal

Pedoman dalam agama Islam menggjarkan tata susunan masyarakat
dengan akhlak yang tinggi dan bermartabat. Masyarakat tersusun dari para
individu, dan individu ini harus memiliki kepercayaan yang kuat yang
berpokok pada rukun iman yang enam yang bernafaskan rukun hidup menurut
Islam.?

Dalam hukum keluarga® setiap suami dan istri mempunyai kewajiban
dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Begitupun juga dalam kehidupan

manusia tidak lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat

! C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. ke-8 (Jakarta:
Baa Pustaka, 1989), him. 29.

2 Sjafa’at, Pengantar Sudi Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), him. 102.

¥ Makna hukum keluarga menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang dikutip oleh Khoiruddin
Nasution adalah suatu hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan kel uarganya yang
dimulai dari perkawinan sampai berakhir pada pembagian sebuah harta karena ada anggota
keluarga. Lihat Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, (Y ogyakarta:
Tazzafa & Academia, 2007), him. 8.



hidupnya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan segala kebenaran
memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda
sebanyak-banyaknya, yaitu dengan tata cara yang baik dan tidak bertentangan
dengan aturan. Dari segi sosia budaya, hibah adalah ha yang terpuji dan
pel akunya mendapat tempat yang terhormat dalam strata sosial kemasyarakatan.

Proses dalam bermuamalah ada beberapa agad yang perlu kita kenal,
seperti persetujuan timbal balik, yaitu persetujuan yang menimbulkan kewajiban
pokok kepada kedua belah pihak, seperti jua beli dan sewa menyewa. Adapun
persetujuan sepihak adalah persetujuan dimana hanya terdapat kewgjiban pada
salah satu pihak sgjamisalnya hibah.*

Pengertian hibah itu sendiri secara etimologi bermakna pemberian,
sedekah, pemindahan hak.®> Disisi yang lain hibah itu sendiri termasuk sebagai
kategori hadiah dan sodagoh yang merupakan salah satu dari berbagai macam
hubungan hukum yang diatur dengan seperangkat aturan hukum. Adapun
kepentingan untuk mengatur masalah hibah bertujuan agar tidak terjadi
kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan hibah tersebut apabila terjadi
perselisihan dan juga pel aksanaan hibah sesual dengan tata aturan yang ada.

Agama Islam telah mengatur tata cara manusia bermuamalah. Sedikitnya
ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman
atau acuan dalam menyelesailkan problematik kehidupan kemasyarakatan,

khususnya dalam hal hibah, adapun produk dari hukum Islam itu sendiri yaitu:

* R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, cet. ke-5 (Bandung: Bina Cipta, 1994),
him. 50.

® Sutan Rajasa, Kamus |Imiah Populer, (Surabaya: Karya Utama, 2002), him. 211.



Kitab-kitab figih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan, dan
peraturan perundangan di negeri-negeri muslim. °

Penguasaan dalam harta benda dapat terjadi dengan suatu bentuk agad
atau perjanjian pemindahan milik dari seseorang kepada orang lain. Dari banyak
cara untuk memperoleh harta tersebut salah satunya adalah hibah.’Di dalam
hukum Islam, hibah berarti agad yang pokoknya adalah pemberian harta milik
seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan
apapun. Secara umum hibah mempunyai pengertian meliputi hal-hal: 1bra’®,
Sodaqgoh® dan Hadiah.™

Mengena penghibahan yang ada dalam Kompilas Hukum Islam, buku
kedua tentang hukum kewarisan bab enam yang diatur dalam beberapa pasal.
Adapun ketentuan dan landasan hukum tersebut adalah :

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat

dan tanpa paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya-banyaknya

sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua

orang saksi untuk dimiliki.**

Adanya batasan sepertiga bagian dalam hibah, yang diatur dalam pasal 210

Kompilasi Hukum Islam sebenarnya tidak lain untuk kemaslahatan ahli warisnya.

® H.M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang ljtihad: Antara Tradisi dan Liberasi, cet.
ke-1 (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998), him. 91.

" Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Mu’amalah dalam Hukum Perdata Islam, (Y ogyakarta
. Perpustakaan Fakultas Hukum Ull, 1993), him. 40.

8 |bra ialah menghibahkan hutang kepada yang berhutang. As-Sayyid Sabig, Figh as-
Sunnah, alih bahasa oleh Mudzakir A.S., cet. ke-9 (Bandung: Al-Ma’arif 1997), jilid 14, him. 168.

® Sodagoh yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan mendapat pahala di akhirat.
Ibid.

%Hadiah adalah pemberian yang menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan.
Ibid.

"Pasal 210 ayat (1) KHI.



artinya bagian ahli warisnya lebih banyak dari pada bagian yang yang
diperbolehkan untuk dihibahkan kepada anak angkat atau orang lain. Dan bagian
hibah untuk orang lain tidak boleh melebihi dari sepertiga bagian. Dalam
Kompilass Hukum Islam bahwa penghibah harus sudah berumur sekurang-
kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa paksaan yang sama maknanya dengan
kajian figih, bahwa anak kecil dan wali tidak sah menghibahkan, karena belum
cukup umur (ahliyatu al-ada’al-kamilah) dan bagi wali karena benda yang
dihibahkan bukan miliknya.

Menurut as-Sayyid Sabig dan Chairuman Pasaribu, bahwa para ahli
hukum Islam sepakat seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada
orang yang bukan ahli warisnya. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan pentahkik
mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta,
meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat
demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya. Dalam hal ini
dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain
ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak
ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah,
menurut Imam Malik dan ahlu al-Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan
Fugaha Amsar menyatakan makruh. Sehubungan dengan tindakan Rasulullah
SAW, terhadap kasus Nu’man lbnu Basyar menunjukkan bahwa hibah orang tua
kepada anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadis lain yang redaksinya

berbeda menjelaskan tidak bolehnya membedakan pemberian orang tua kepada



anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lainnya.*?

Konsep hibah dalam kompilasi hukum Islam hanya boleh dilakukan
sepertiga dari harta yang dimilikinya. Artinya hibah menurut hukum Islam tidak
boleh melebihi dari sepertiga bagian. Hal ini berdasarkan pada hadis yang
berbunyi :
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Adapun hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai
waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut,
diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di antara keluarga. Sejatinya bahwa
prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa
Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul
Hassan, bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang
tidak layak bertindak hukum. Oleh karena itu orang yang menghibahkan semua
hartanya dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan
dipandang batal, sebab iatidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.
Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga
dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syari’at Islam

diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api

2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta :
Kencana, 2006), him. 137.

BAbu al-Hasan Muslim ibn Hajg al-Qusyairi, Sahih Muslim, edisi M.F. Muhyiddin al-
Nawawiy (Beirut Lebanon: Dar al-Ma’rifah, 2007 M/1428 H), jilid 11, him. 80, hadis nomor 4180,
“Kitab al-Wasiat,” “Bab al-Wsesiat bi al-Sulus.”



neraka. Dalam konteks ini ada kewagjiban pada diri masing-masing untuk
mensegjahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu
menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka sama halnya
menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kefakiran.*

Adapun konsep hibah dalam hukum perdata ialah sebuah pemberian yang
dilakukan secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan
seseorang yang menerima penyerahan barang itu dan dilakukan pada masa hidup,
pengertian ini berdasarkan K UHPerdata, buku ketiga tentang perikatan.’®

Dalam bahasa Belanda kata cuma-cuma yaitu omniet, yang bermakna
adanya prestas pada satu pihak sgja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu
memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perkataan “di waktu hidupnya” si
penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dengan pemberian-
pemberian yang lain yang dilakukan dalam testament (surat wasiat), yang baru
akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal, dapat
diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberi dalam testament menurut BW
(Burgerlijk Wetboek) dinamakan legaat (hibah wasiat), yang diatur dalam hukum
waris, sedangkan penghibah ini adalah suatu perjanjian, maka dengan sendirinya
tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.*®

Dalam praktek pelaksanaan hibah di pengadilan agama, sering dijumpai

kasus pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada anak angkatnya

¥ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum, him. 138.
Pasal 1666, K UHPerdata, Buku K etiga Tentang Perikatan.

1° R. Subekti, Aneka Perjanjian, cet. ke-10 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), him. 94.



dengan penghibahan semua harta yang dimilikinya. Ketentuan ini dilaksankan
berdasarkan hukum positif sebagaimana tersebut dalam pasal 1682 KUH Perdata
yaitu dilaksankan oleh dan dihadapan Notaris dan telah mendapat harta hibah
sebagaimana ketentuan yang berlaku.>” Pelaksanaan hibah dilaksanakan sebelum
kompilas hukum Islam berlaku, yaitu sebelum tahun 1991. Setelah tahun 1991
para ahli waris yang memberi hibah itu mengajukan tuntutan pembatalan kepada
pengadilan agama dengan dalil bahwa hibah yang digjukan itu tidak sah karena
mengabaikan para ahli waris yang berhak menerima waris sebagai mana ketentuan
hukum Islam. Persoalan hukum ini banyak digjukan ke pengadilan agama karena
dianggap setelah berlakunya kompilas hukum Islam ada beberapa pasal yang
menyangkut hibah itu menguntungkan bagi orang yang mengajukan hibah
tersebut.™®

Melihat kejadian ini tidak bisa dinafikan bahwa kehidupan masyarakat
Indonesia hubungan anak angkat dan orang tua angkat tak ubahnya seperti
hubungan anak kandung yang memiliki hubungan batin yang amat kuat, orang tua
angkat merawat dan menyayangi anak angkatnya tanpa pamrih, sebaliknya anak
angkat rela merawat dan mengurus orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya
sebagal bagian dari sebuah keluarga. Bahkan hubungan batin antara anak angkat
dengan orang tua angkat demikian kuatnya, tidak bisa dipungkiri hubungan ini

seperti orangtua dan anak kandung sendiri, maka ketika orang tua angkat

Y Hibah yang dimaksud adalah hibah yang dikuatkan dengan akta Notaris. Dalam
konteks ke-Indonesia-an, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang
memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sgjak semula dengan
senggja untuk pembuktian. Lihat, Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,
(Yogyakarta: Liberty, 2006), him. 149.

'8 Abdul Mannan, Aneka Masalah, him. 145,



meninggal dunia dan anak angkat tidak mendapatkan warisan sedikitpun (karena
bukan termasuk ahli waris), ataupun sebaliknya ketika anak angkat meninggal dan
orangtua angkatnya tidak dapat mewarisi apa yang ditinggakan oleh si anak
angkat, tentu hal ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kejiwaan.
masalah ini merupakan problem tersendiri yang harus dicarikan solusinya agar
prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam itu bisa terwujud dalam setiap
produk hukum (aturan) yang ada.*®

Polemik di atas ini menjadi sebuah pembahasan tentang keberadaan anak
angkat yang diartikan sebagal orang lain dan diartikan bukan sebagai ahli waris
dan dapat dianggap sebagai orang asing yang seolah-olah dapat menerima hibah
semua harta. Hal inilah yang bertentangan dengan konsep hukum Islam yang
selayaknya anak angkat diartikan sebagai orang lain yang hanya berhak menerima
sepertiga bagian sgja. Menghadapi persoaan ini, para praktis hukum dituntut untuk
arif dan bijaksana dalam menghadapinya. Sehingga permasalahan yang diselesaikan
dan diputuskan sesuai dengan rasa keadilan.

Dari pemaparan di atas, penyusun merasa perlu untuk mengkaji konsep
asal muasal munculnya peraturan tentang bagian sepertiga dalam hibah, yang
bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep penghibahan harta dilihat dari
kacamata sosiologis dan filosofis. Oleh karena itulah penyusun ingin menulis

tesis yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul “Penghibahan harta kepada

9 Ahmad Badrut Tamam, “Hibah : Sebuah Tawaran Solusi bagi Problematika Hukum
Waris Islam” Diktat Kuliah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Y ogyakarta, 2010, him. 4.

I bid., him. 146.



anak angkat (telaah sosio filosofis terhadap bagian maksimal sepertiga dalam

hibah)

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa pokok masaah yang dibahas
lebih lanjut. Adapun pokok-pokok masaah yang penyusun angkat antaralain :

1. Mengapa dalam hukum Islam merumuskan bagian dalam hibah yang berhak
diterima anak angkat maksimal hanya sepertiga bagian dari keseluruan harta,
apa yang melatarbel akanginya?

2. Bagaimana praktek hibah pada masa Rasulullah SAW dan pada masa

lahirnya KHI ditinjau dari aspek sosiologis?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setelah memperhatikan pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan
penyusunan tesis ini dapatlah disebutkan sebagai berikut:
1. Tujuan Penulisan
a Untuk mengetahui latar belakang mengapa dalam hukum Idam
merumuskan bagian daam hibah yang berhak diterima anak angkat
maksimal hanya sepertiga bagian dari keseluruan harta.
b. Untuk mengetahui bagaimana praktek hibah pada masa Rasulullah
SAW dan pada masa lahirnya KHI ditinjau dari aspek sosiologis.

c. Kegunaan Penulisan
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a. Secara teoritis: memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, yaitu sebagai
bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan
pemikiran ilmiah mengenai hukum Islam, khususnya tentang konsep
hibah dilihat dari pandangan sosio filosofis.

b. Secara praktiss. memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam,
memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana
hukum, berkaitan dengan konsep hibah ditinjau dari sosio filosofis.

D. Tdaah Pustaka

Sgauh pengamatan penyusun memang sudah ada kaian tentang
penghibahan. Hasil penelusuran penyusun terhadap literatur yang berkaitan
dengan penghibahan seperti berikut ini :

Buku yang disusun oleh Abd. Shomad yang berjudul hukum Islam
penormaan prinsip syari’ah dalam hukum Indonesia. Dalam buku ini memberikan
bahasan yang cukup lengkap mengena penghibahan yang berlaku di Indonesia
berdasarkan asas syari’ah Islam.*

Buku yang disusun oleh Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman
ad-Dimasyqi, figih empat mazhab, alih bahasa oleh Abdullah Zaki Alkaf. Dalam
terjemahan buku ini membahas tentang hibah, sampai pada pembahasan tentang
perbedaan imam mazhab terhadap berbagai aspek tentang hibah termasuk di

dalamnya tentang ijab dan gabul atau serah terima hibah. %

“Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia, cet.
ke-1 (Jakarta : Kencana, 2010).

%2 Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqji, Figih Empat Mazhab, alih bahasa oleh
Abdullah Zaki Alkaf, cet. ke-13 (Bandung: Hasyimi Press, 2010).
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Buku yang ditulis oleh M. Idris Ramulyo, perbandingan pelaksanaan
hukum kewarisan Islam dengan kewarisan menurut undang-undang hukum
perdata. Dalam buku tersebut hanya membahas tentang dasar-dasar hukum hibah
sertasyarat dan rukunnya.®®

Buku yang berjudul ringkasan Kitab al-Umm yang dikarang oleh Abu
Abdullah  Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, penerjemah Muhammad Yasir
Abd.Mutholib. Menjelaskan bahwa sesuatu hibah yang bertujuan untuk
menyambung hubungan baik atau untuk sedekah, maka ia tidak dapat mengambil
kembali sedekahnya atau hibahnya itu dan ia hanya dapat mengaharapkan dari-
Nya balasan pahala dari apa yang dihibahkannya. la dapat mengambil kembali
jikaiatidak reladengan hibah itu. #*

Sepengetahuan penyusun, tesis maupun skripsi yang khusus membahas
mengenai penghibahan harta kepada anak angkat (telaah sosiologi dan filosofi
hukum terhadap bagian sepertiga dalam hibah) masih jarang dan sebagian besar
masih bersifat umum, sementara yang mengulas secara khusus belum ada, apalagi
dalam bentuk studi sosiologis dan filosofis.

Salah satu karya penelitian yang berjudul “Studi Banding tentang Sistem
Hibah antara Hukum Islam dengan Hukum Adat Pringgabaya Kabupaten Lombok

Timur Nusa Tenggara Barat”.Pada penelitian ini lebih menekankan pada sistem

% M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Isam dengan
Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

# Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, Ringkasan Kitab Al-Umm,alih bahasa
oleh Muhammad Y asir Abd Mutholib, cet. ke-3 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007).

% Muhammad Luthfi, “Studi Banding Tentang System Hibah antara Hukum Islam
dengan Hukum Adat Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat,” Skrips
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (2008).



12

hibah di daerah terkait dengan tinjauan dari hukum Islam dan tidak ditinjau dari
sosiologis dan filosofis pembagiannya.

Adapun karya pendlitian yang lain berjudul “Studi Komparasi Objek
Hibah yang Belum Diserahterimakan Kaitannya dengan Harta Warisan Menurut
Mazhab Hanafi dan Maliki”.*°Penelitian ini lebih menitikberatkan bahasannya
dalam permasalahan objek hibah menurut kedua imam mazhab dan tidak dibahas
secara spesifik mengenai aspek sosio filosofisnya pembagian dalam hibah.

Karya penelitian yang lainnya berjudul “Hibah Orang Tua kepada Anak
dalam Tinjauan Hukum Islam (Sebuah Studi Komparatif Pasa 211 KHI dan
Pendapat Imam Jalaluddin Al-Suyuti)”. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan
pada permasalahan penghibahan harta yang dikomparasikan menurut KHI dan
Jalaludin As-Suyuti tanpa menyinggung konsep sosiologis dan filosofis terhadap
bagian sepertiga dalam hibah.*’

Karya penelitian yang lainnya berjudul “Penyelesaian Sengketa Pemberian
Hibah yang Melebihi sepertiga dari Ketentuan Hukum Islam Di Desa Bengkal
Kec. Kranggan, Kab. Temanggung”. Penelitian ini Iebih menitikberatkan pada

penelitian lapangan dan lebih condong pada solusi dalam sengketa hibah dan tidak

% Achmad Syukri Hanif, “Studi Komparasi Objek Hibah yang Belum Diserahterimakan
Kaitannya dengan Harta Warisan Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki,” Skripsi Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga (2004).

" Nur Ikhsan, “Hibah Orangtua Kepada Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam “ (Sebuah
Studi Komparatif Pasal 211 KHI dan Pendapat Imam Jalaluddin Al-Suyuti),” Skripsi Fakultas
Agama Islam Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Universitas Islam Sultan Agung
Semarang (2003).
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membahsa secara mendetail tentang konsep sosiologis dan filosofis hibah
kaitannya tentang bagian sepertiga.®®

Karya penelitian yang lainnya berjudul “Hibah Orang Tua Kepada Anak
Sebagai Pengganti Waris: Telaah Hermeneutika Hukum terhadap Pasal 211
Kompilass Hukum Islam”. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada teori
hermenetika kaitannya terhadap anak sebagai pengganti waris dan tidak
membahas secara spesifik tentang bagian sepertiga dilihat dari kacamata
sosiologis dan filosofis.?

Karya penelitian yang lainnya berjudul “Makna Hibah dalam Keluarga
Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia”. Penelitian ini lebih
menitikberatkan pada makna hibah secara filosofis berdasarkan hukum Islam dan
hukum perdata dan tidak membahas secara mendetail tentang konsep hibah dalam
pembagian sepertiga terhadap anak angkat ditinjau dari aspek sosiologis dan
filosofisnya *

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian tentang konsep
Penghibahan Harta Pada Anak Angkat (Telaah Sosio Filosofis Terhadap Bagian
Maksimal Sepertiga Dalam Hibah) belum ada yang meneliti. Dari sini penyusun

merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang masalah tersebut.

“Mahmudah, “Penyelesaian Sengketa Pemberian Hibah yang Melebihi Sepertiga Dari
Ketentuan Hukum Islam di Desa Bengkal Kec. Kranggan, Kab. Temanggung.” Skripsi Fakultas
Syariah |AIN Walisongo Semarang, (2010).

% M. Nur Kholis Al-Amin, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris:
telaah hermeneutika hukum terhadap Pasal 211 Kompilass Hukum Islam,” Tesis Program
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, (2012)

% Alfun Ni‘matil Husna, “Makna Hibah Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan
Hukum Perdata di Indonesia,” Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta,
(2010)
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E. Kerangka Teoretik

Daam penyusunan tesis supaya terarah dengan baik, penyusun perlu
mengemukakan kerangka teoritik terlebih  dahulu guna memecahkan
permasal ahan yang hendak dibahas.

Menurut hukum Islam yang telah terkodifikas dalam kompilasi hukum
Isam (KHI) pengertian hibah itu sendiri ialah pemberian suatu benda secara
sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup
untuk dimiliki. Pengertian ini sama dengan definisi yang banyak disebut dalam
kitab-kitab fikih tradisional bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemilikan
sesuatu melalui agad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan
jelas ketika si pemberi hibah masih hidup.®*

Di dalam Al-Qur’an Allah berfirman :

B A g i) g Jaandll l g cpSsall 5 (el g (2 58 (550 s

Hal ini juga sgjalan dengan dasar hukum yang ada dalam hadis Rasulullah:

s Wl haal g JAL Y B Ysdhe U saal e ile il Jsanb
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31 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata ISam di Indonesia, him. 133.
% Al-Bagarah (2) : 177.

BAbu a-HasanMuslim ibn Hajaj al-Qusyairi, Sahth Muslim, edisi M.F. Muhyiddin al-
Nawawiy, him. 80, hadis nomor 4180, “Kitab al-Wasiat,” “Bab al-Wasiat bi al-Sulus.”
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Dasar hukum ini digiyaskan dengan surat Al-Bagarah ayat 177, dijelaskan
bahwa Hukum memberi sesuatu adalah sunnah. Sebagaimana firman Allah yang
telah dijelaskan sebelumnya.

Di antara beberapa kebaikan yang tertera dalam ayat) memberikan harta
kepada yang dikasihi, kepada keluarganya yang miskin dan kepada anak yatim
dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan kepada orang
yang minta (karena tidak punya). **

Dianjurkannya memberikan harta kepada orang lain berdasar illat
hukumnya adalah sunnah. Walaupun dasar hukum hadis ini mengambil dari
peristiwva wasiat, tetapi di sis lain mempunya kesamaan illat yaitu sama-sama
memindahkan hak dari satu orang ke orang lain. Maka setiap pemberian kepada
Sigpapun yang terdapat di dalamnya illat sama, maka menghibahkan harta itu
sunnah hukumnya. Hal ini berdasarkan pada giyas musawy.*

Menurut lbrahim Hosen dari pendapat empat imam mazhab (Hanafi,
Maliki, Hambali dan Syafi’i) saling berlainan redaksinya akan tetapi intinya
adalah sama, yaitu: “Hibah ialah memberikan hak memiliki suatu benda kepada

orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada
sesama manusia dalam hal kebaikan”.*

Dalam KUHPerdata yang dihimpun oleh Solahuddin SH bahwa
pengertian hibah ialah suatu persetujuan yang mana seorang penghibah

menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali,

34 .
Ibid.
® Qiyas musawy/ , yaitu qiyas yang %amya dalam far'n (cabang) %at sama kuat dengan
llat yang ada dalam ashal, Lihat Nasrun Haroen, Usu/ Figh 1.( Jakarta : Logos Publishing House,1996),
hlm. 35.

% | dris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum, him. 147.



16

untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.*'Dari
pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hibah merupakan bentuk
perjanjian penyerahan hak milik dari pemberi kepada penerima hibah. Dengan
demikian akan timbul suatu resko dan konsekuensi hukum dari perbuatan
tersebut, yang mana seorang pemberi hibah wajib menyerahkan barang atau harta
yang dihibahkan kepada seseorang yang diberi hibah, serta pemberi hibah tidak
diperbolehkan menarik kembali barang yang telah dihibahkan atau diberikan.

As-Sayyid Sabig dan Chairuman Pasaribu menjelaskan bahwa apabila
seseorang menghibahkan hartanya sedangkan orang yang memberi hibah itu
dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya, maka hukum hibah itu
sama dengan hukum wasiat. Oleh karena itu, apabila ada orang lain atau salah
seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya
dipandang tidak sah, sebab dikhawatirkan s pemberi hibah sewaktu
menghibahkan hartanya itu tidak didasarkan sukarela atau setidaknya ia tidak lagi
dapat membedakan pada saat mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi
sebaliknya apabila ahli waris mengakui kebenaran dari hibah itu dipandang sah.
Jumhur Fugaha berpendapat bahwa orang sakit dibenarkan menghibahkan
hartanya sepertiga hartanya.Ketentuan yang terakhir ini tampaknya dianut oleh
kompilasi hukum Islam.®

Menyikapi berbagai polemik yang timbul di masyarakat, sebaiknya para

praktis hukum dilingkungan peradilan agama juga memperhatikan apa yang

3"Pasal 1666, K UHPerdata, Buku K etiga Tentang Perikatan.

3 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum, him. 135.
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dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahkik mazhab Hanéfi
bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan. Pendapat
terakhir ini adalah sgaan dengan apa yang dibenarkan dalam kompilas hukum
Isam yang mengatakan bahwa hibah itu hanya dibenarkan sepertiga dari seluruh
harta yang dimilikinya. Apabila ada kelebihan dari hibah yang diterima itu, maka
dapat dijadikan bagian warisan yang diterima para ahli waris.*

Oleh karenanya mereka sepakat berpendapat bahwa hibah kepada anak
angkat maksimal sepertiga bagian dan tidak boleh melebihi. Kiranya dengan aturan
ini perlu ditinjau kembali sgjauh mana masyarakat tast dan menjalankan dengan
aturan ini. Bukan nilai keabsahannya yang ditinjau, tetapi ha ini dilakukan agar nilai
sebuah penghibahan harta dirasa adil di kalangan masyarakat dan tidak ada pihak
yang merasa dirugikan.

Pada dasarnya sosiologi hukum berjaan atas dasar bahwa proses hukum
berlangsung di dalan suatu sistem sosid yang diberi nama dengan sebutan
masyarakat, yang berarti hukum dapat dipahami dengan memahami sebuah sistem
socia yang menunjukkan bahwa hukum merupakan proses rekayasa sosia.*’
Menurut Max Weber tentang teori hukum dan perubahan sosid, bahwa perubahan
hukum itu sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem yang ada di masyarakat
dengan mendukung system hukum yang bersangkutan. “*

Penghibahan harta kepada anak angkat yang melebihi sepertiga bagian,

merupakan fakta sosa yang terjadi di masyarakat. Dalam sebuah system hukum

Fbid.

0 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, cet. ke-9 (Jakarta: PT. Rajawali
Pres, 2005), him. 5.
“Hbid., him. 103
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kemudian muncul, sebutan dualisme hukum yang menggambarkan kontradiks
antara hukum dalam sebuah teori dan hukum dalam sebuah praktek yang terjadi di
masyarakat. Fenomena demikian termasuk dalam teori perilaku yang terjadi di
masyarakat dengan mencoba menjelaskan tentang kemunculan aks sosial.

Melihat keberadaan hukum dan fakta sosial yang terjadi di masyarakat,
kiranya dapat memandang tentang hakekat apa yang terkandung di dalam sebuah
aturan mengenai hibah. Dalam hal ini filsafat secara umum merupakan suatu ilmu
yang mencari hakekat suatu kebenaran. Di antara para ulama ada yang
mengatakan bahwa filsafat hukum Islam atau sering disebut dengan falsafah
hukum Islam ditempatkan dengan kata “hikmah”, tapi ada juga yang mengatakan
berbeda. **

Pada hakekatnya falsafah hukum Islam berusaha menerangkan beberapa
hikmah disyari’atkannya hukum Islam serta rahasia hukum (asraru al-ahkam),
Untuk mengetahui hal tersebut, maka bisa digunakan melaui pemahaman
falsafatu at-tasyri’ dan falsafatu asy-syari’ah.*

Adapun Isi dari pemahaman falsafatu at-tasyri’ vyaitu bertugas
membicarakan hakikat dan tujuan hukum idam yang berkaitan dengan da’aimu
al-ahkam al-Islam (dasar-dasar hukum Islam), mabadiu’ al-ahkam (prinsip-
prinsip hukum), ustlu al-ahkam al-Islam (pokok-pokok hukum Islam), magasidu
al-ahkam al-Islami (maksud-maksud hukum Islam) dan gawai’du al-ahkam

(kaidah-kaidah hukum).* Kemudian isi dari falsafatu asy-syari’ah adalah Filsafat

“2H. A. Mustofa, Filsafat Islam, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), him 16.

“3 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2007), him. 11.

“ |smail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara
bekerjasama dengan Departemen Agama, 1999), him. 2.
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yang mengungkapkan masalah ibadah, mu’amalah, jinayah, uqubah dari hakikat
dan rahasia hukum Islam, yaitu mengenai (a) Asrar al-ahkam al-Islam (rahasia-
rahasia hukum Islam). (b) Khasaisu al-ahkam al-Islam (karakteristik hukum
Islam), bersifat universal. Tidak memberatkan, realistis, berdasarkan musyawarah,
sanksi didpatkan di dunia dan akherat. (¢) Mahasinu al-ahkam (keistimewaan
hukum Islam) Keunggulan dan keistimewaan hukum Islam antara lain: 1) Hukum
Islam menginginkan kemudahan dan jauh dari kesulitan serta kesempitan. Hukum
Islam dapat berjalan seiring dengan fitrah manusia. 2) Hukum Islam sesuai
dengan akal dan logika yang benar. Namun perlu diingat bahwasanya aka dan
logika sangat tipis perbedaannya dengan hawa nafsu. Padahal hukum Islam sangat
tidak mentolerir terhadap hawa nafsu yang berlebihan. Islam menginginkan
keteraturan tapi juga mengutamakan kemudahan. 3) Hukum Islam bertujuan untuk
menimbulkan kemaslahatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak. 4) Hukum
Islam menginginkan keseimbangan. Keseimbangan disini ialah antara fakta dan
idealnya teori, antara jiwa dan tubuh, serta keseimbangan dalam segala aspek
kehidupan. 5) Menghargai kemerdekaan berpikir dan berijtihad. Tidak ada
pengekangan untuk berpikir di dalam Islam, malah dianjurkan untuk selau
melibatkan akal yang mendalam dalam menilai segala sesuatu. Peran akal sangat
signifikan dan tidak dapat diabaikan. Dalam Isam agama dan akal seolah
bersaudara atau senantiasa menjalin persaudaraan. Aka dapat memperjelas
wahyu. Akal bersama dengan hati nurani dapat menjadi kerja sama yang dahsyat
untuk memahami maksud Wahyu. 6) Hukum Islam bersifat sistematis. Doktrin-

doktrin yang terkandung di dalam Islam selalu berhubungan satu sama lain.
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Sebagai contoh perintah mencari rezeki diiringi dengan larangan mencarinya
dengan cara yang zhalim. (d) Tawabi’ al- ahkam. (watak-watak hukum Islam).
takamul, wasatiyah dan harakah. *

Dari kerangka di atas tersebutlah semuanya bisa terpadu dan dieksplorasi
dari segi epistemologi, aksiologi dan ontologi hukum Islam. «

Hikmah yang identik dengan filsafat juga merupakan ilmu yang membahas
tentang hakikat sesuatu, bailk yang bersifat teoritis (etika, estetika maupun
metafisika) atau yang bersifat praktis yakni pengetahuan yang harus diwujudkan
dengan amal baik. Di antara bukti-bukti teks secara umum yang menyatakan

adanya kaidah filsafat hukum Islam ial ah:

Ganai Bl caanl s JAU Y B 0¥y de U s ansll g s yile il Jsms b
Pl S o i Gl E .,

Al ) 538 Alle a3 ol (e a eliie]
Makna dari ayat ini ialah manusia harus mengendalikan dirinya agar tidak
melampaui batas dalam pemberian harta kepada orang lain, karena pada
hakekatnya agama Islam lebih mentikberatkan kesgahteraan pada keluarga
sendiri daripada kepada orang lain.* Dalam memahami ini bisa diketahui dengan

menggunakan aksiologi asraru al-ahkam dan magasidu al-ahkam. Hal ini sgjalan

“ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2001), him. 91.
“®|smail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, him. 2.

47 Abu al-HasanMuslim ibn Hajgj al-Qusyairi, Sahih Muslim, edisi M.F. Muhyiddin al-
Nawawiy, him. 80, hadis nomor 4180, “Kitab al-Wasiat,” “Bab al-Wasiat bi al-Sulus.”

“8 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, cet. ke-1
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), him. 127.
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dengan konsep magasidu asy-syarr’ah. yaitu untuk perlindungan terhadap
keturunun untuk keluarga sendiri.

Dari contoh di atas bisa dipahami bahwa antara dalil hukum dan hikmah atau
filsafat hukum Islam mempunyai keterkaitan yang erat. Sehingga hikmah yang
tersembunyi dari adanya penetapan sebuah hukum mempunya implikasi
maslahah terhadap ummat. Semua itu berfungsi sebagai tindakan preventif yaitu
untuk menolak terjadinya kerusakan dan terwujudnya nilai kemaslahatan. Faktor

inilah yang kemudian menjadi dasar pemberlakuan sebuah hukum.

F. Metode Penditian

Metode yang digunakan dalam menyusun pendlitian ini adalah sebagai

berikut :

1. JenisPendlitian
Penelitian ini  berdasarkan  penelitian  kepustakaan  (library
research).Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagal
sumber datanya **Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam dalam
penyusunan tesis ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap
buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum, baik dari hukum
perdata maupun dari kompilasi hukum Islam bahkan dari pendapat imam

mazhab.

2. Sifat Penelitian

“9 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseat, (Y ogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 9.
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Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.>® Yakni penelitian ini
diharapkan memberi gambaran secara rinci, serta menguraikan dan
mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikai sekaligus
menginterpretasikan data tersebut.

3. Pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini adalah library research, maka teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu
dengan mengkai dan menelaah berbagai kitab dan buku yang
mempunyal relevansi dengan pokok pembahasan. Dalam menyusun
tesis ini penyusun mengambil sumber datanya dari hukum perdata
Indonesia dan hukum Islam, yaitu :
a) Sumber Primer
Yaitu diperoleh dari sumber yang asli yang memuat segala
keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan data-
data sebagal berikut: Data dari Kompilasi Hukum Islam, Kitab
Figh, Ushul Figh dan Al-Qur’an.
b) Sumber sekunder
Yaitu yang diperoleh dari sumber yang memuat segala
keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini dari hukum
perdata Indonesia adalah pendapat dari para pakar hukum perdata

yang disusun dalam satu buku. Dan dari hukum Islam iaah dari

% Deskriptif berarti bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa
adanya. Lihat: Sutan Rajasa, Kamus [Imiah, him. 110.
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pendapat parafugaha dan ulama.
c) Sumber Tersier
Yaitu data diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat dalam
data-data elektronik seperti berasal dari situs-situs internet.
4. Pendekatan
Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Pendekatan Sosiologis
Adapun pendekatan yang digunakan penelitian ini  dengan
pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat fenomena
masyarakat atau peristiva sosiad budaya sebagai jalan untuk
memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat.>* Dalam hal ini,
penyusun mencoba melakukan eksplorasi pola interaks antara hukum
dengan dinamika sosial yang terjadi serta tingkat kesadaran hukum
masyarakat terhadap pelaksanaan gjaran 1slam tentang hibah.
b. Pendekatan Filosofis
Dalam penyusunan karya ini, selain menggunakan pendekatan
sosiologis penyusun juga menggunakan pendekatan filosofis yaitu
dengan menjelaskan inti atau hakekat dan hikmah dari objek formalnya
sertamencari sesuatu yang sifatnya mendasar dari objek tersebut.>
5. Anaisis data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan

adalah berupa andisis deduktif, yaitu menganalisis literatur-literatur

*! Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, him. 45
°2 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), him. 42
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yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan

yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membahas tesis ini, maka penyusun membagi dalam
sistematika pembahasan berikut ini:

Bab Pertama, memuat pendahuluan, bab ini mencangkup latar belakang
maslah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoretik,metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang digunakan
untuk mensi stematiskan suatu pembahasan.

Bab Kedua, beris tentang latar belakang munculnya dasar hukum tentang
sepertiga dalam hibah di dalam hadist dan kompilasi hukum Islam, Turunnya
hadist tentang sepertiga dalam hibah dan keadaan sosia historisnya (Kondisi
sosia historis, keadaan politik, ekonomi, sosid budaya, praktek Penghibahan
Harta Pada Masa Rasulullah), Kompilasi hukum Islam sebagai dasar hukum di
Indonesia dalam menetapkan sepertiga bagian dalam hibah (latar belakang
munculnya kompilass hukum Islam, kedudukan kompilasi hukum Islam dalam
peraturan di Indonesia, hibah dalam kompilas hukum Islam), kaian umum
tentang pasal 210 kompilasi hukum Islam (Konteks Lahirnya Pasal 210 Kompilasi
Hukum Islan Mengenai sepertiga Bagian, Nilai-Nila Hukum Pasal 210
Kompilas Hukum Islam (Kepastian hukum, kemanfaatan), praktek penghibahan
harta pada anak angkat di era sekarang, kedudukan anak angkat berdasarkan

hadist dan kompilasi hukum Islam.
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Bab Ketiga beris tentang nilai filosofi harta benda dan keadilan hukum
dalam hibah, nilai filosofi harta benda (Hakikat kepemilikan hanya di tangan
Allah, harta benda adalah amanah, harta benda adalah fitnah), nilai-nilai keadilan
hukum dalam hibah (makna keadilan, keadilan dalam hukum Islam, nilai keadilan
dalam hibah, nila keadilan dalam pemaknaan hibah, nilai keadilan pembatasan
porsi sepertiga dalam hibah, hibah sebagai terobosan hukum dan jalan keluar
dalam pembagian harta).

Bab keempat beris tentang analisis analisis nilai-nilai sosiol dan filosofi
hukum dalam hibah, dari aspek sosial kemasyarakatan (perspektif sosiologi
hukum Islam dalam memahami praktek hibah di masa lahirnya KHI), dari aspek
filosofis (aspek ontologis, aspek epistemologi, aspek aksiologi)

Bab Kelima, penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang

direncanakan dengan harapan semoga bisa terlaksana.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setel ah penyusun mengadakan penel ashan dan pembahasan terhadap masal ah-
masalah yang ditarik dari pokok bahasan, akhirnya penyusun menarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Bahwa perumusan konsep hibah daam hadis maupun dalam
Kompilas Hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari batasan harta yang
boleh dihibahkan, walaupun setiap orang bagian-bagiannya berbeda
dalam menentukan besar kecil harta yang dihibahkan tetapi aturan
yang ada sepakat bahwa maksimal yaitu sepertiga bagian. Adanya
batasan tersebut, tidak lain untuk memprioritaskan ahli waris atau
keluarga di atas orang lain (anak angkat) dalam penerimaan harta
Karena meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan berkecukupan
lebih baik daripada meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan
miskin. Meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si penghibah,
yang dia bisa bebas melakukan apa sgja dengan hartanya. Tetapi ketika
ia menghibahkan seluruh hartanya kepada pihak lain dan ia tidak
memiliki lagi harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya, dan dari
perbuatan ini timbul perselisihan, perpecahan dan kesenjangan antar
keluarga, maka di sini mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya,

maka lebih baik untuk dihindari.

114
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2. Dilihat dari aspek sosiologis bahwa pelaksanaan hibah pada masa
Rasulullah SAW dan pada masa lahirnya KHI yang terjadi di
Purbalingga sangatlah berbeda. Pada masa Rasulullah sangatlah
dipengaruhi oleh keberadaan nabi sendiri sebagai panutan dan
pedoman syari’ah dalam segala aspek kehidupan. Segala yang
diperintahkan akan ditaati secara langsung oleh umatnya, hal ini
terbukti dari perintah Rasulullah SAW tentang maksimal harta yang
boleh diberikan yaitu sepertiga bagian. Beda halnya pada masa
lahirnya KHI, penghibahan harta yang terjadi di daerah Purbalingga
sangatlah berbeda dengan pedoman aturan yang ada, ha ini
dipengaruhi oleh konteks sosia kemasyarakatan yang sangatlah
berbeda antara yang masa lahirnya KHI dengan yang dahulu.
Pelaksanaan hibah di Purbalingga yang tidak sgjalan dengan pedoman
yang ada dipengaruhi oleh faktor dari keturunan, yang mana istri tidak
bisa memberikan keturunan bagi s suami, faktor agama, kurangnya
pemahaman tentang dasar-dasar aturan dalam gjaran agama Islam dan
faktor kedekatan, bahwa pasca perceraian dan menikahnya seorang
suami dengan perempuan baru. Menjadikan komunikasi anak angkat
terhadap bapak angkat semakin dekat. Ha inilah yang menjadi

penyebabnya.

B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan syariat IsSlam di dalam masyarakat penyusun
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menyarankan agar lebih ditingkatkan penyelenggaraan majelis ta’lim dan
penggjian untuk semua kalangan yang banyak membahas tentang syariat
Islam, terutama tentang hibah, waris dan hakekat sebuah harta agar
masyarakat mengetahui lebih mendalam tentang gjaran Islam sehingga
terhindar dari kesalah pemahaman.

. Daam rangka menunjang kemampuan intelektual para siswa siswi
sekolah, maka saran penulis dalam hal ini adalah kontribusi pemerintahan
pusat maupun daerah dalam ha ini. Kementerian Agama maupun
Kementerian Pendidikan untuk menambah jam kurikulum agama Islam
melalui penambahan materi didalam proses kegiatan belajar mengajar

. Perlunya peningkatan akidah terhadap masyarakat agar benar-benar
mengerti dan menjalankan syariat Issam dengan baik agar tercipta
lingkungan dan masyarakat yang benar-benar Islami. Tidak menjadi
masyarakat yang hanya mementingkan pekerjaan, karir ataupun masalah

duniawi semata dengan melalaikan syariat Islam.
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LAMPIRAN

No

Bab

Hlm

Foot Note

Terjemahan

5, 14,20

13, 33, 47

Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit
keras, Bagaimana pendapat anda, saya ini
orang berada, dan tidak ada yang
dapatmewaris harta saya kecuali seorang anak
perempuan. Apakah sebailknya  saya
mewasi atkan 2/3 harta saya itu? Jangan. jawab
Rasulullah. Separoh, ya Rasul? sambungku.
Jangan, jawab Rasulullah. Sepertiga
sambungku lagi. Rasulullah  menjawab:
sepertiga.  Sebab, sepertiga itupun sudah
banyak dan besar, karena jika kamu
meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang
cukup adalah lebih baik daripada kamu
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin

yang meminta-minta pada orang banyak.

14

32

Di antara beberapa kebaikan yang tertera dalam
ayat) memberikan harta kepada yang dikasihi,
kepada keluarganya yang miskin dan kepada
anak yatim dan kepada orang miskin dan orang
yang dalam perjalanan dan kepada orang yang
minta (karenatidak punya)

46

37

Di antara beberapa kebaikan yang tertera dalam
ayat) memberikan harta kepada yang dikasihi,
kepada keluarganya yang miskin dan kepada
anak yatim dan kepada orang miskin dan orang
yang dalam perjalanan dan kepada orang yang
minta (karenatidak punya)

46, 53

38, 56

Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit




keras, Bagaimanapendapat anda, saya ini orang
berada, dan tidak ada yang dapatmewarisi harta
saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah
sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu?
Jangan. jawab Rasulullah. Separoh, ya Rasul?
sambungku. Jangan, jawab Rasulullah.
Sepertiga  sambungku  lagi.  Rasulullah
menjawab: sepertiga. Sebab, sepertiga itupun
sudah banyak dan besar, karena jika kamu
meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang
cukup adalah lebih baik daripada kamu
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin
yang meminta-minta pada orang banyak.

71

90

Allah sekali-kali  tidak menjadikan  bagi
seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan
dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu
zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak
menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri). yang demikian itu
hanyalah perkataanmu dimulutmu sgja. dan
Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia

menunjukkan jalan (yang benar)

71

91

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu)
dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka;
Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan
tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa




yang disenggja oleh hatimu. dan adalah Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

73

96

Barang sigpa yang mengaku sebagai anak
kepada selain bapaknya atau menisbatkan
dirinya kepada yang bukan walinya, maka
baginya laknat Allah, malaikat, dan segenap
manusia Pada hari Kiamat nanti, Allah tidak
akan menerima darinya ibadah yang wajib
maupun yang sunnah

77

Dan Hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada
di langit dan apa yang ada di bumi supaya dia
memberi balasan kepada orang-orang yang
berbuat jahat terhadap apa yang Telah mereka
kerjakan dan memberi balasan kepada orang-
orang yang berbuat baik dengan pahala yang
lebih baik (syurga).

10

78

10

Ingatlah, Sesungguhnya kepunyaan Allah
semua yang ada di langit dan semua yang ada
di bumi. dan orang-orang yang menyeru
sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti
(suatu keyakinan). mereka tidak mengikuti
kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah

menduga-duga.

11

79

13

Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian
dari rezeki yang Kami berikan kepada kamu
sebelum seseorang dari kamu sampai gjal maut

kepadanya.”

12

81

17

Sesungguhmnya hartamu dan anak anakmu
hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allahlah
pahala yang besar.




13

84

25

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku
adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada
kaum Kkerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan kegji, kemungkaran dan permusuhan.
dia memberi penggjaran kepadamu agar kamu

dapat mengambil pelgjaran.

14

92

45

Berbuat adillah terhadap anakmu, Berbuat
adillah terhadap anakmu, Berbuat adillah
terhadap anakmu

15

98

58

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu
jadi orang-orang yang selalu menegakkan
(kebenaran) Karena Allah, menjadi saks
dengan adil. dan janganlah sekali-kali
kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa

yang kamu kerjakan”.

16

103

Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit
keras, Bagaimana pendapat anda, saya ini
orang berada, dan tidak ada yang
dapatmewarisi harta saya kecuali seorang anak
perempuan. Apakah sebaiknya  saya
mewasiatkan 2/3 harta saya itu? Jangan. jawab
Rasulullah. Separoh, ya Rasul? sambungku.
Jangan, jawab  Rasulullah. Sepertiga
sambungku lagi. Rasulullah  menjawab:
sepertiga.  Sebab, sepertiga itupun sudah

banyak dan besar, karena jika kamu




meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang
cukup adalah lebih baik daripada kamu
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin

yang meminta-minta pada orang banyak.

17

108

17

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh)
orang-orang yang menafkahkan hartanya di
jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap
bulir seratus biji. Allah melipat gandakan
(ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan
Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha
Mengetahui.
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turut Tergugat / turut Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat - surat
yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat - surat tersebut ternyata bahwa para
Termohon Kasas dahulu sebagai Penggugat telah menggugat pembatalan hibah terhadap
para Pemohon Kasasl dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan
Agama Purbalingga pada pokoknya atas dalil - dalil :Bahwa pada tanggal 24 April 1991
para Penggugat telah menerima wasiat dari am. Ki . Mustare ja dias Slamet berupa
sebidang tanah sawah C Nomor 117 luas + 250 ubin , dengan masing- masing Penggugat
I mener ima 100 ubin , Penggugat | | mener ima 100 ubin dan Penggugat | | | menerima
50 ubin , yang sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama
Sulistiyowati luas 3.105 m? adapaun tanah tersebut ter letak di Desa Purbayasa
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Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga , dan batas - batasnya sebagaimana dalam
gugatan; Bahwa Penggugat | adalah kemenakan dari am. Ki Mustare ja alias Slamet
sedangkan Penggugat | | dan Penggugat | | | adalah anak pungut dari alm. Ki Mustare ja
alias Slamet ; Bahwa alasan alm. Ki Mustare ja alias Slamet mewasiat kan tanah sengketa
kepada Para Penggugat yaitu karena selama dalam perkawinan dengan istri per tamanya
yang bernama Sarwati tidak mempunyai keturunan; Bahwa pada tahun 2003 am.
Mustare ja alias Slamet dengan Sarwat | bercerai kemudian menikah lagi dengan Suwat i
padatahun 2003;

Bahwa pada saat menikah antara alm. Mustarga dengan Suwarti sudah
mempunyal anak angkat yang bernama Sulistiyowati yang lahir pada tanggal 26
Nopember 1998;Bahwa tanpa sepengetahuan kepada Para Penggugat selaku penerima
wasiat dan tanpa adanya pencabutan terlebih dahulu baik secara lesan maupun tertulis ,
tiba -tiba tanah sengketa dihibahkan secara keseluruhan oleh am. Mustare ja a ias
Slamet kepada Sulistiyowati melalui

Notaris Heru Prastowo Wisnu Widodo, S.H. pada tangga | 17Desember 2004 dengan
Akta Hibah Nomor 617/2004; Bahwa kemudian tanah sengketa disertifikatkan di Kantor
Per tanahan Kabupaten Purbai ngga dan pada tanggal 26 Pebruar i 2005 terbitlah
sertifikat atas nama Sulistiyowati dengan Hak Milik Nomor 50;Bahwa pada tanggal 20
September 2006 Ki Mustare ja dias Slamet meninggal dunia; Bahwa perbuatan am. Ki
Mustare ja alias Slamet menghibahkan tanah sengketa kepada Sulistiyowati adalah
perbuatan yang tidak berdasar hukum karena harta yang dihibahkan adalah harta yang
sudah diwasiatkan kepada para Penggugat , oleh karenanya hibahnya harus dinyatakan
batal demi hukum ;

Bahwa karena hibah dari alm. Mustare ja alias Slamet kepada Sulistiyowati batal
demi hukum, maka sertifikat tanah HM Nomor 50 atas nama Sulistiyowati menjadi tidak
mempunyai  kekuatan hukum, oleh karenanya menghukum Turut Tergugat untuk
membalik nama sertifikat tersebut ke atas nama Para Penggugat ; Bahwa perbuatan
Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum,
oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para
Penggugat langsung seketika dan dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan
aparat kepolisian, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ; Bahwa apabila
Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini maka sudah selayaknya dihukum untuk
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah ) perhari
keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
Bahwa karena ada kekhawatiran tanah sengketa akan dipindah tangankan oleh Tergugat
kepada orang lain maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk
meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa tersebut ;

Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaaikan permasalahan ini
dengan musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil sehingga akhirnya melalui
jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Purbalingga ;
Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, para Penggugat agar Pengadilan
Agama Purbalingga memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah
sengketa yang di letakkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga ;
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3. Menyatakan sah menurut hukum wasiat atas tanah sengketa yang diberikan alm.
Mustare ja alias Slamet kepada para Penggugat padatanggal 24 Apri | 1991 ;

4. Menyatakan batal demi hukum hibah atas tanah sengketa dari alm. Mustare ja
alias Slamet kepada Sulistiyowati yang di lakukan di hadapan Notaris Herl
Prastowo Wisnu Widodo, S.H. pada tangga | 17 Desember 2004 dengaan Akta
Hibah Nomor 617/2004 ;

5. Menyatakan hukumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama Sulistiyowatiti
dan mempunyai kekuatan hukum

6. Menyatakan hukumnya Mustare j a adias Slamet telah meninggal dunia pada
tanggal 20 September 2006;

7. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa
hak adal ah merupakan perbuatan melawan hukum ;

8. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa
untuk menyerahkan kembal | kepada para Penggugat guna dibagi sesuai dengan
ketentuan Surat Wasiat tangga | 24 Apr i | 1991, langsung seketika dan dalam
keadaan kosong sete lah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap bila perlu
dengan bantuan aparat kepolisian ;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk membaliknama SertifikatHak Milik Nomor
50 yang semula atas nama Sulistiyowati kepada atas nama masing- masing para
Penggugat , setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.
100.000, - (seratus ribu rupiah ) perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini
setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbu | dalam perkara
ini;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang
seadil - adilnya ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengaj ukan
ekseps pada pokoknya atas dalil - dalil sebagai berikut : Bahwa Turut Tergugat menolak
seluruh dalil - dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas
diakui oleh Turut Tergugat ; Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak , seharusnya
dalam gugatan para Penggugat menarik PPAT Her | Prastowo Wisnu Widodo, S.H.
sebagai pihak Tergugat , sehingga gugatan cacat hukum maka harus di tolak atau
dinyatakan tidak dapat di terima;

Bahwa gugatan para Penggugat yang dia jukan ke Pengadilan Agama
Purbalingga bukan kompetens i absolu te Pengadilan Agama Purbalingga, apa yang
dilakukan Turut Tergugat dalam menerbi t kan Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama
Sulistiyowati adalah merupakan Putusan Pgabat Tata Usaha Negara (TUN) yang di
laksanakan sesuaiketen tuan Peratu ran Pemer in tah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peratu ran
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Per tanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang
kewenangan pemeriksaan dan pengu i an materiil / administrasinya berada dalam
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan para Penggugat
harus ditolak atau tidak dapat di terima ; Bahwa berdasarkan dalil - dalil tersebut maka
gugatann para Pengugat cacat hukum maka harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat di
terima ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purbalingga telah
menjatuhkan putusan Nomor :0312/Pdt .G/2009/PA. Pbg tanggal 8 Oktober 2009 M.
bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1430 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut :
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Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi turut Tergugat ; Dalam Pokok Perkara :

1
2.

3.

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian

Menyatakan sah menurut hukum wasiat atas tanah sengketa yang diberikan
MUSTAREJA aias SLAMET kepada para Pengugat tangga | 24 April 1991
Menyatakan bata | demi hukum hibah atas tanah sengketa dar i MUSTAREJA
aias SLAMET kepada SULISTIYOWATI yang di lakukan di hadapan Notaris,
Pejabat Pembuat Akta Tanah, Heri Prastowo Wisnu Widodo, S.H. dengan Akta
Hibah Nomor 617/2004 tanggal 17 Desember 2004 ;

Menyatakan hukumnya SertifikatHak Milik dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Purbalingga Nomor 50 tanggal 26 Pebruari 2005 atas nama
SULISTIYOWATI tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menyatakan MUSTAREJA alias SLAMET telah meninggal dunia tanggal 20
September 2006;

Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa
hak merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menghukum Tergugat atau Sigpa sgja yang menguasai tanah sengketa untuk
menyerahkan kepada Para Penggugat guna dibag i sesuai dengan ketentuan Surat
Wasiat tangga | 24 April 1991, langsung seketika dan dalam keadaan kosong
setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan
aparat kepolisian

Menghukum Turut Tergugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor
50 tanggal 26 Pebruar i 2005 terhadap tanah sawah atas nama SULISTIY OWATI
kepada atas nama masing- masing Para Penggugat, setelah putusan mempunyai
kekuatan hukum tetap ;

Menolak untuk selain dan selebihnya ;

. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

sebesar Rp. 541.000, - ( limaratus empat puluh satu r ibu rupiah ) dan diserahkan
kepada para Penggugat ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas
permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Purbalingga ter sebut
telah dibatalkan oleh Pengadilan Tingg i Agama Semarang dengan putusan No.
231/Pdt .G/2009 /PTA.Smg. tanggal 28 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal
13 Rabiul Akhir 1431 H yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M enerima permohonan banding Pembanding;

Membatal kan putusan Pengadi | an Agama Purbalingga Nomor : 0312/Pdt

.G/2009 /PA .Pbg. tangga | 8 Oktober 2009 M ber tepa tan dengan tangga | 19

Syawal 1430 H. dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi turut Tergugat ; Dalam Pokok Perkara:

1)
2)

3)

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum hibah atas tanah sengketa dari
MUSTAREJA dias SLAMET kepada SULISTIYOWATI yang di lakukan
dihadapan Notaris , Pejabat Pembuat Akta Tanah, Heri Prastowo Wisnu Widodo,
SH. dengan Akta Hibah Nomor 617/2004 tangga| 17 Desember 2004 ;
Menyatakan hukumnya Sertifikat Hak Milik dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Purbalingga Nomor 50 tanggal 26 Pebruari 2005 atas nama
SULISTIYOWATI sah dan mempunyai kekuatan hukum ;



4) Menyatakan sah menurut hukum wasiat atas tanah sengketa yang diberikan
MUSTAREJA dias SLAMET kepada para Penggugat tanggal 24 April 1991

5) Menyatakan MUSTAREJA alias SLAMET telah meninggal dunia tanggal 20
September 2006;

6) Menetapkan para Penggugat berhak mendapat bagian sepertiga dari tanah
sengketa yang diberikan MUSTAREJA alias SLAMET kepada para Penggugat
dengan wasiat tanggal 24 April 1991;

7) Menolak untuk lain dan selebihnya ;

8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini
sebesar Rp. 541.000, - ( limaratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

9) Menghukum Tergugat /Pembanding untuk menyerahkan sepertiga bagian dari
tanah sawah C nomor 117 luas 250 ubin yang sekarang tercatat dalam
SertifikatHak Milik Nomor 50 atas nama SULISTIYOWATI luas 3105 M2
terletak di desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dengan
batas - batas :

Sebelah Utara: War jo;

Sebelah Timur : Wangan ;

Sebalah Selatan : Agus;

Sebelah Barat : Kali Pelus ; kepada para Penggugat ;
3. Membebankan kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara banding
sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah ) Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberi
tahukan kepada para Tergugat /para Pembanding pada tanggal 17 Mel 2010, kemudian
terhadapnya oleh para Tergugat / para Pembanding dengan perantaraan kuasanya,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2010, digjukan permohonan kasasi secara
lisan pada tanggal 25 Me 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.
231/Pdt .G/2009 /PTA.Smg jo . No. 0312/Pdt. G/2009/PA.Pbg yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Purbalingga , permohonan mana kemudian diikuti oleh memorikasasi
yang memuat alasan- alasannya yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama
tersebut pada tanggal 7 Juni 2010; Bahwa setelah para Penggugat /para Terbanding yang
padatanggal 10 Juni 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat
para Pembanding , digjukan jawaban kontra memori kasasi yang di ter ima di Kepanite
raan Pengadi | an Agama pada tangga | 22 Juni 2010; Menimbang, bahwa permohonan
kasasi aguo beser ta dasan- alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan
dengan saksama, digukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang di tentukan
undang- undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formi | dapat di terima

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang dia jukan oleh para Pemohon Kasasi / pa
ra Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang selain dan
selebihnya adalah telah tepat dan benar hanya sgja dalam amar
putusannya angka 2 dan 3 tidaklah tepat dan terdapat kerancuan karena
Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menyatakan sah dan
mempunyai  kekuatan hukum hibah atas tanah sengketa dari
MUSTAREDJA dias SLAMET kepada SULISTIYOWATI yang di
lakukan dihadapan Notaris , Pejabat pembuat Akta Tanah, Heri Prastowo
Wisnu Widodo,SH dengan Akta Hibah Nomor 617/2004 tangga | 17
Desember 2004 dan Sertifikat Hak Milik yang dike luarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Purbalingga Nomor 50 tanggal 26 Pebruarl 2005
atas nama SULISTIYOWATI sah dan mempunyai kekuatan hukum,



2)

3)

sementara dalam amar putusan angka 06 menetapkan para Penggugat
berhak mendapat seper t i gabagaian dar i tanah sengketa yang diberi kan
MUSTAREDJA dias SLAMET kepada para Penggugat dengan wasiat
tangga | 24 Apr i | 1991, kemudian dalam amar putusan angka 07
berbunyi : "menghukum Tergugat /Pembanding untuk menyerahkan
seper tiga bagian dari tanah sawah C nomor 117 luas 250 Ubin yang
sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama
SULISTIYOWATI luas 3105 M2 terletak di Desa Purbayasa Kecamatan
Padamara Kabupaten Purbalingga dan batas — batasnya sebagaimana
dalam memori kasas ; Oleh karena itu harus lah diperbaiki dan
disempurnakan kembali oleh Hakim padatingkat Kasasi ;

Bahwa seharusnya para Penggugat /Terband ing /Termohon Kasasi sudah
tidak berhak atas har ta peninggalan almarhum MUSTAREDJA dlias
SLAMET karena semasa MUSTAREDJA alias SLAMET masih hidup
harta peninggalannya sudah dibagi — bagikan kepada para Penggugat /
Terbanding /Termohon Kasasi .

Bahwa pada saat pemer i ksaan di Pengadi lan Tinggi Agama Jawa
Tengah di Semarang Pembanding /Pemohon Kasasi telah menyampaikan
bukt i tambahan sebagai bahan per t imbangan Magjelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding oleh Tergugat
/Pembanding / Pemohon Kasas yaitu Buktl tertulis berupa Surat Hibah
Wasiat yang di jadikan barang bukti dan atau alat bukt i yang te lah disi
t a secara sah dan menurut hukum berupa Surat Hibah Wasiat tertangga |
24- 04- 1991, terhadap tanah seluas 250 ubin , terletak di Desa Purbayasa
C Nomor : persi | Kias| | dar i MUSTAREDJA a i as SLAMET kepada
1) . Sudar =100 ubin, 2) . Supar ti =100 ubin, dan 3) . Er i Windiarti =
50 ubin dalam perkara pidana No.02/Pid .R/2007 /PN.Pbg. Bahwa dalam
Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No.02/PidR/2007/PN.Pbg
halaman 3 (salinan putusan perkara No.02/Pid .R/2007 /PN.Pbg te lah di
jadikan sebagai bukti tertulis oleh Tergugat sekarang Pemohon Kasas
/dahulu Pembanding dengan di tandai Bukt i T- 5) disebutkan bahwa
keterangan saksi KASMID bin MERTAMENAW!I dalam pers idangan di
bawah sumpah menerangkan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa sebelum menggarap tanah tersebut pernah
meminta izin kepada saksi dengan membawa surat wasiat yang
belum lengkap tanda mtangannya, dan terdakwa juga mengaku
bahwa tanah mtersebut adalah sebagai miliknya. Dari kete
rangan saksi tersebut kemudian dikaitkan mdengan keterangan
para saks yang digjukan oleh param Penggugat di Pengadilan
Agama Purbalingga sangatlah tidak bersesuaian dan irrelevant
karena dalam perkara tersebut disebutkan surat wasiat belum
lengkap (terlampir dan telah di legalisir dengan keterangan foto
copy sesuai dengan foto copy yang ada dalam berkas perkara
No.02/Pid .R/2007/PN.Pbg)sementara keterangan saksi dalam
putusan perkara No0.312/Pdt .G/2009 /PA.Pbg halaman 8 di
terangkan oleh sakss YASAWIKARTA bin TAWIJAY A sebagai
berikut :

Bahwa pada saat wasiat itu dibuat para penerima wasiat hadir
dengan disaksikan beberapa orang termasuk saksi juga hadir
pada saat itu dan menandatangani surat wasiat yang dimaksud,;
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Dan alat Penggugat /Terbanding / Termohon Kasas yang di
tanda | dengan bukt i P- 6 dalam perkaraNo.312/Pdt .G/2009
/PA.Pbg yai tu berupa surat wasia t tersebu t sudah di tanda
tangan i lengkap, jad i dengan demik ian te lah ada rekayasa dari
para Penggugat /Te rband ing / sekarang Termohon Kasas agar
surat wasiat ter sebut dapat dianggap sah. Bahwa sekali pun
Tergugat (Sulistyowati binti Mustared ja alias Slamet ) tidak
mendapatkan hibah dari bapaknya akan te tapi Tergugat
/Pembanding /Pemohon Kasas te tap berhak sebagai ahli waris
yang sah dari bapaknya. Oleh karena itu pertimbangan hukum
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang ( judex
factie ) yang menyatakan hibah wasiat tanggal 24 April 1991 sah
dan punya kekuatan hukum adalah tidak tepat dan benar karena
hibah wasiat dibuat dengan rekayasa. Akta otentik mempunyai
daya kekuatan mengikat terhadap ahli waris dan orang yang
mendapat hak dari para pihak (diatur dalam Pasal 1870 KUH
Perdata ) dan daya kekuatan akta otentik melekat padanya yaitu
daya pembuktian luar , formil dan materiil, sehingga segala
sesuatu akta yang berada dibawah tangan kekuatan
pembuktiannya adalah tidak kuat sehingga akta yang bukan akta
otentik dianggap tidak pernah ada seperti halnya hibah wasiat
yang diberikan oleh almarhum Mustared ja alias Slamet kepada
para Penggugat adalah tidak pernah ada berdasarkan keterangan
Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasas Suwarti binti -
Tirtawioji dalam jawabannya ketika Mustared ja alias Slamet
masih hidup menyatakan tidak pernah membuat surat hibah
wasiat kepada siapapun dan dalam arsip Tergugat berupa foto
copy surat hibah wasiat yang dimilikiny a belum ada tanda
tangan dari para Penggugat / Terbanding /Termohon Kasasi dan
tanda tangan itu bukan tanda tangan Mustared ja dias Slamet
selaku pemberi hibah wasiat . Akta di bawah tangan tersebut
daya pembuktian formilnya tidak bersifat mutlak, karena daya
formilnya itu sendir tidak dibuat di hadapan pejabat umum,
dengan demikian keterangan yang tercantum di dalamnya tidak
mutlak untuk keuntungan pihak lain, kemungkinan dapat
menguntungkan dan merugikan pihak lain karena keterangan
yang tercantum di dalam akta di bawah tangan belum padti
merupakan persesuaian keterangan para pihak, sebab tanpa
melalui bantahan atas kepalsuan akta di bawah tangan, masing-
masing pihak berhak dan dibenarkan hukum untuk mengingkari
is dan tanda tangan sebagaimana surat hibah wasiat dalam
perkara a quo. Sedangkan Sulistyowati binti Mustared ja adalah
anak sah dari Mustared ja alias Slamet karena ketika anak
tersebut (Tergugat Sulitiyowati ) belum lahir pun sudah ada
perkawinan antara Mustared ja alias Slamet dengan Suwarti binti
Tirtawiroji dan secara tidak langsung para Penggugat telah
mengakuinya dengan penyebutan binti Mustared ja dibelakang
nama Sulistiyowati .

Menimbang, bahwa atas alasan- alasan ter sebut Mahkamah Agung berpendapat
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Mengenai alasan- alasan ke- 1 sampai dengan ke- 3:

Bahwa aasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena judex facti tidak
salah menerapkan hukum, laglpula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian
yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal manatidak dapat dipertimbangkan
dalam pemeriksaan dalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasaslhanya
berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adakesalahan dalam penerapan atau
pelanggaran hukum yangberlaku , sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun
2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , maka permohonan kasasi
yang dia jukan oleh : SUWARTI bint ITIRTAWIROJI dan SULISTIYOWATI
tersebu t adalah tidak beralasan sehingga harus di tolak ;Menimbang, bahwa karena
permohonan kasasi ditolak ,maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan
kepada para Pemohon Kasas ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang- Undang Nomor
48 Tahun 2009 dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang- UndangNomor 50 Tahun 2009 serta peraturan
perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasas dari para Pemohon Kasas :SUWARTI bint i
TIRTAWIROJI , SULISTIYOWATI tersebut ; Menghukum para Pemohon Kasas / pa
ra Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000.
- ( lima ratus ribu rupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 dengan Prof . Dr . H.
ABDUL MANAN, SH., S. IP., M.Hum. , Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis ,Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.
,M.H.dan Drs. H. HAMDAN, SH. , M.H., Hakim- Hakim Agung sebagai Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada har i i tu juga oleh Ketua Mgjelis
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ANDI
AKRAM, SH. , M.H. , Panitera Pengganti , dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim- Hakim Anggota,,

Hakim K etua

Prof . Dr .H. ABDUL MANAN,SH. ,S.IP. ,M.Hum.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs.H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.,M.H. Drs. H. HAMDAN, SH., M .H.

Panitera Pengganti
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Drs. ANDI AKRAM, SH.,M.H.

BiayaKasas :

1. Meterai Rp. 6.000;
2.RedaksiRp.5.000;

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000;
Jumlah Rp. 500.000;
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KOMPILASI HUKUM ISLAM

BUKU I1
HUKUM KEWARISAN
BAB |
KETENTUAN UM UM
Pasal 171

Y ang dimaksud dengan:

a

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingmasing.
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan
meninggal berdasarkan putusanPengadilan beragama Islam, meninggalkan
ahli waris dan harta peninggalan.
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubunganperkawinan dengan pewaris, beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahliwaris.
Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang
berupa benda yang menjadimiliknya maupun hak-haknya.
Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama
setelah digunakan untuk keperluanpewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang
danpemberian untuk kerabat.
Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau
lembaga yang akan berlakusetelah pewaris meninggal dunia.
Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan
dari seseorang kepada orang lainyang masih hidup untuk dimiliki.
Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-
hari, biaya pendidikan dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari
orang tua asa kepada orang tua angkatnya berdasarkanputusan
Pengadilan.
Baitul Mal adalah Balai Harta K eagamaan.
BAB Il
AHLI WARIS
Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau
pengakuan atau amalanatau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau
anak yang belum dewasa, beragama menurutayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah
mempunyai kekuatan hokumyang tetap, dihukum karena:

a

b.

dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya
berat para pewaris,

dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatukejahatan yang diancam dengan hukuman 5
tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
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Pasal 174
(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah:
- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara
laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan,
saudara perempuan dari nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya:
anak, ayah, ibu, janda ataududa.
Pasal 175
(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
a. mengurus dan menyel esaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
b. menyelesaikan balk hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan,
termasuk kewajiban pewarismaupun penagih piutang;
Cc. menyelesaikan wasiat pewaris,
d. membagi hartawarisan di antarawahli waris yang berhak.
(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris
hanya terbatas pada jumlah atau
nilai harta peninggalannya.
BAB 111
BESARNYA BAHAGIAN
Pasal 176
Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua
orang atau lebih mereka bersamasamamendapat dua pertiga bagian, dan apabila
anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, makabagian anak laki-laki
adal ah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
Pasal 177
Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
bila ada anak, ayah mendapatseperenam bagian. *
Pasal 178
(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau
lebih. Bila tidak ada anak atau duaorang saudara atau lebih, maka ia mendapat
sepertiga bagian.
(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda
atau duda bila bersama-sama denganayah.
Pasal 179
Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggakan anak,
dan bila pewaris meninggal kan anak,maka duda mendapat seperempat bagian.
Pasal 180
Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggakan
anak, dan bila pewaris meninggalkananak maka janda mendapat seperdelapan
bagian.
Pasal 181
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka
saudara laki-laki dan saudara perempuanseibu masing-masing mendapat
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seperenam bagian.Bila mereka itu dua orang atau lebih maka merekabersama-
sama mendapat sepertiga bagian.
Pasal 182

Bila seorang meningga tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia
mempunyai satu saudara perempuankandung atau seayah, maka ua mendapat
separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-samadengan saudara
perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-
samamendapat dua pertiga bagian.Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama
dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagiansaudara laki-laki dua
berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam

pembagian harta warisan, setelah masingmasingmenyadari bagiannya.
Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu mel aksanakan hak
dan kewagjibannya, maka baginyadiangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas
usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka
kedudukannya dapat digantikan olehanaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam
Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli
waris yang sedergjat dengan yangdiganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunya hubungan saling

mewaris dengan ibunya dan keluargadari pihak ibunya.
Pasal 187

(1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka
oleh pewaris semasa hidupnya atauoleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa
orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengantugas.

a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda
bergerak maupun tidak bergerakyang kemudian disahkan oleh para ahli waris
yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya denganuang;

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesual
dengan Pasal 175 ayat (1) sub a,b, dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta
warisan yang harus dibagikan kepada ahliwaris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris bailk secara bersama-sama atau perseorangan dapat
mengajukan permintaan kepada ahli warisyang lain untuk melakukan pembagian
harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujuipermintaan itu,
maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama
untukdilakukan pembagian warisan.

Pasal 189
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(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya
kurang dari 2 hektar, supayadipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan
dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahliwaris yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan
karena di antara para ahli waris yangbersangkutan ada yang memerlukan uang,
maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebihahli waris yang dengan
cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan
bagiannyamasing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing
isteri berhak mendapat bagian atasgono-gini dari rumah tangga dengan suaminya,
sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hakpara ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya
tidak diketahui ada atau tidaknya,maka harta tersebut atas putusan Pengadilan
Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Ma untukkepentingan Agama
Islam dan kesgjahteraan umum.

BAB IV
AUL DAN RAD
Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya
Dzawil furud menunjukkan bahwaangka pembilang lebih besar dari angka
penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angkapembilang, dan
baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil
furud menunjukkan bahwa angkapembilang lebih kecil dari angka penyebut,
sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian hartawarisan tersebut
dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang
sisanyadibagi berimbang di antara mereka.

BAB V
WASIAT
Pasal 194
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat
dan tanpa adanya paksaan dapatmewasiatkan sebagian harta bendanya
kepada orang lain atau lembaga.
(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasa
ini baru dapat dilaksanakansesudah pewasiat meninggal dunia.
Pasal 195
(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis
dihadapan dua orang saksi, ataudihadapan Notaris.
(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta
warisan kecuali apabila semua ahliwaris menyetujui.
(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
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(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan
di hadapan dua orang saks ataun tertulis di hadapan dua orang saksi di
hadapan Notaris.
Pasal 196
Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan
tegas dan jelas siapa atau lembagaapa yang ditunjuk akan menerima harta benda
yang diwasiatkan
Pasal 197
(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan
Hakim yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat kepada pewasiat;

b. dipersaahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan
bahwa pewasiat telah melakukansesuatu kejahatan yang diancam
hukuman limatahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

c. dipersdahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah
pewasiat untuk membuat atau mencabutatau merubah wasiat
untuk kepentingan calon penerimawasiat;

d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau
memal sukan surat wasiat dan pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat
itu:

a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia
sebelum meninggal nya pewasi at;

b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk
menerimanya;

c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan
menerima atau menolak sampai  iameninggal  sebelum
meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.
Pasal 198
Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu
benda haris diberikan jangka waktu
tertentu.
Pasal 199
(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum
menyatakanpersetujuan atausesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian
menarik kembali.
(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua
orang saks atautertulisdengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan
akte Notaris bilawasiatterdahulu dibuat secaralisan.
(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara
tertulis dengan disaksikan olehdua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut
berdasarkan akte Notaris.
Pasal 200
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Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab
yang sah mengalami penyusutan ataukerusakan yang terjadi sebelum pewasiat
meninggal dunia, maka penerimawasiat hanya akan menerimaharta yang tersisa.

Pasal 201
Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli
waris ada yang tidak menyetujui, makawasiat hanya dilaksanakan sampai
sepertiga harta warisnya.
Pasal 202
Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan
harta wasiat tidak mencukupi, makaahli waris dapat menentukan kegiatan mana
yang didahulukan pel aksanaannya.
Pasal 203
(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat
Notaris yang membuatnyaatau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada
hubungannya.
(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat
wasiat yang telah dicabut itudiserahkan kembali kepada pewasiat.
Pasal 204
(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan
pada Notaris, dibukaolehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saks
dan dengan membuat berita acara pembukaansurat wasiat itu.
(2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan
harus menyerahkan kepadaNotaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat
dan selanjutnya Notaris atau Kantor UrusanAgama tersebut membuka
sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris
atau Kantor Urusan Agamadiserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian
selanjutnya.
Pasal 205
Daam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk
dalam golongan tentara dan beradadalam daerah pertempuran atau yang berada di
suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkanmembuat surat wasiat
di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
Pasal 206
Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat
surat wasiat di hadapan nakhodaatau mualim kapal, dan jika peabat tersebut tidak
ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinyadengan dihadiri oleh dua
orang saksi.
Pasal 207
Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan
perawatan bagi seseorang dan kepadaorang yang memberi tuntunan kerohanian
sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecualiditentukan dengan
tegas dan jelas untuk membalas jasa.
Pasal 208
Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.
Pasal 209

XX



(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan
Pasal 193 tersebut di atas,sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak
menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknyal/3 dari harta wasiat
anak angkatnya.
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah
sebanyak-banyaknya 1/3 dariharta warisan orang tua angkatnya.
BAB VI
HIBAH
Pasal 210
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa
adanya paksaan dapatmenghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya
kepada orang lain atau lembaga di hadapan duaorang saksi untuk dimiliki.
(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
Pasal 211
Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai
warisan.
Pasal 212
Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada
anaknya.
Pasal 213
Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang
dekat dengan kematian, maka harusmendapat persetujuan dari ahli warisnya.
Pasal 214
Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat
surat hibah di hadapan Konsulat atauKedutaan Republik Indonesia setempat
sepanjang isinyatidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.
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